
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku-buku 

Adrian Sutedi, 2012, Hukum Hak Tanggungan, Edisi 1 cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta. 

Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko 

Gunung Agung, Jakarta. 

Abdulkadir Muhammad, 2000, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 

Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi, dan pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta. 

Benny Bosu, 1997, Perkembangan Terbaru Sertipikat (Tanah, Tanggungan dan    

Condominium),  PT.Mediatama Saptakarya, Jakarta. 

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan konsumen, PT. Sinar Grafika, 

Jakarta. 

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

Laksbang Pressindo, Yogyakarta. 

E Suherman, 2000, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-

1995), Mandar Maju, Bandung. 

G.H.S. Lumban Tobing, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Erlangga, Jakarta. 

Hans Kalsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 

Bandung. 

Henny Tanuwidjaja, 2012, Pranata Hukum Jaminan Hutang dan Sejarah Lembaga Hukum 

Notariat, Refika Aditama, Bandung.  

Habib Adjie, 2004, Hukum Notaris Indonesia Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Reflika Aditama, Bandung. 



 

 

Ibrahim R, 2005, Peranan Strategi Pegawai Negeri Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang 

Demokratis, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum 

UNUD, UPT.Penerbit Universitas Udayana. 

Irwansyah Lubis dkk., 2018, Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Mitra 

Wacana Media, Sinar Grafika, Jakarta. 

J.Satrio, 2004, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan buku 2, Citra 

Aditya Bakti, Bandung. 

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak Tanggungan, Prenada Media Group, 

Jakarta. 

Mukti Fajar dan Yulianto achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

Mariam Darus Badrulzaman, 2004, Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum 

Jaminan, Mandar Maju, Bandung. 

Philipus M. Hadjon, dkk, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia 

(Introduction to the Indonesia administrative Law), Gadjah Mada University 

Press, Yogyakarta. 

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Grup, Jakarta. 

_________________, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta. 

Rachmadi Usman, 2016, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta. 

Rudi Indrajaya dan Ika Ikmassari, 2016, Akta Izin Roya Hak Tanggungan sebagai pengganti 

sertipikat Hak Tanggungan yang Hilang, Visimedia, Jakarta. 

Ridwan H. R, 2013, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Riduan Syahrani, 2010, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung. 

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

Salim H.S, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika, Jakarta. 



 

 

______________, 2011, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,  Rajawali Pers, 

Jakarta. 

Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta. 

______________, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. 

Supriadi, 2018, Hukum Agraria, Edisi 1, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta. 

S.Mantayborbir dan Jauhari Imam, 2003, Hukum Pengurusan Piutang Negara Indonesia, 

Pustaka Bangsa, Jakarta.  

Teguh Budhiarso, 2006, Panduan Lengkap Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Thesis dan 

Disertasi, Venus, Yogyakarta. 

Urip Santoso, 2010, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta. 

Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, Pertanahan, Argaria, dan Tata Ruang, Kencana, Jakarta. 

B. Peraturan Perundang-undangan  

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. 

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. 

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 



 

 

- Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

- Peraturan Kepala BPN RI No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan 

Pengaturan Pertanahan. 

 

C. Internet  

https://zfadly.blogspot.com/2012/04/hapusnya-hak-tanggungan.html. 

https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-

jawab/ 

https://www.atrbpn.go.id/ 

 

 

 

https://zfadly.blogspot.com/2012/04/hapusnya-hak-tanggungan.html

